PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SEDATI

DESA KWANGSAN

JI. Mangkurejo No.01 Kwangsan
Telepon. 031-99039995
Email : kwangsan(@sidoarjokab.go.id Website : http://kwangsan-sedati.desa.id/

Nomor
Sifat

Lampiran :
Hal

Kwangsan, 21 Oktober 2025

Kepada
. Sdr. Ketua BPD Kwangsan
. Sdr. Ketua LPMD Kwangsan
. Sdr. Ketua RT dan RW se-Kwangsan

: 100.3.4/363/438.7.5.1/2025 Yth, 1
2
3
: Surat Edaran 4. Sdr. Ketua PKK Desa Kwangsan
5
6

: Penting

. Sdr. Ketua Posyandu
. Sdr. Ketua Karang Taruna
di
KWANGSAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang
bersih, transparan, dan akuntabel serta untuk mendukung upaya
pencegahan tindak pidana korupsi, maka disampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Gratifikasi

a. Seluruh perangkat desa dan pihak yang terlibat dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa dilarang menerima hadiah,
pemberian, atau fasilitas dalam bentuk apa pun yang berhubungan
dengan jabatan atau kewenangannya.

b. Apabila terdapat pemberian dalam bentuk apa pun yang tidak dapat
ditolak, maka wajib melaporkan kepada Camat atau Inspektorat
Kabupaten Sidoarjo paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
tanggal penerimaan.

c. Penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Suap

a. Setiap aparat pemerintah desa dilarang keras meminta atau
menerima imbalan dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas lainnya
sebagai syarat dalam pemberian pelayanan publik.

b. Masyarakat diimbau untuk tidak memberikan uang atau hadiah
kepada aparat desa dalam bentuk apa pun untuk mempercepat atau
mempermudah proses pelayanan.

C. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi disiplin
dan/atau hukum pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Konflik Kepentingan

a. Setiap perangkat desa waijib menghindari situasi yang menimbulkan
benturan kepentingan, baik dalam pengambilan keputusan,
pengadaan barang/jasa, maupun pelayanan kepada masyarakat.

b. Konflik kepentingan mencakup hubungan keluarga, kepemilikan
pribadi, atau keterlibatan pihak tertentu yang dapat memengaruhi
objektivitas keputusan.
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C. Setiap dugaan konflik kepentingan wajib dilaporkan kepada Kepala

Desa atau atasan langsung untuk ditindaklanjuti.
4. Tindak Lanjut

a. Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan seluruh perangkat waijib
menyosialisasikan Surat Edaran ini kepada seluruh masyarakat dan
lembaga desa.

b. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

C. Diharapkan seluruh perangkat desa menjadi teladan dalam integritas
dan pelayanan publik yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan
saudara agar meneruskan dan menyebarluaskan surat edaran ini kepada
anggota, pengurus dan seluruh warga desa kwangsan agar mengetahui dan
memahami terkait Pencegahan Gratifikasi, Suap, dan Konflik Kepentingan
di Lingkungan Pemerintah Desa Kwangsan.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan
kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA KWANGSAN

TR NP,

Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Kepala Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
2. Sdr. Camat Sedati.
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